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Abstract

The At-Tauhid Islamic boarding school in Sidrap Regency,
implements a policy of destroying confiscated items, particularly
gadgets, as a form of punishment aimed at deterring students.
This study aims to examine the practice of destroying confiscated
items at the At-Tauhid Islamic boarding school and analyze it
from the perspective of Islamic law and Magqasid al-Syari’ah.
This is a qualitative research with a normative approach,
Magasid al-Syari’ah, and case study. Data collection was
conducted through interviews, documentation, and supported by
Islamic literature. Data were analyzed using a deductive-
inductive method by collecting and drawing conclusions based on
these three approaches. The research findings indicate that the
practice of destroying property is carried out based on an
agreement between the pesantren and the parents of the students.
From a figh perspective, this action is fundamentally prohibited
unless it has a valid sharia basis. Meanwhile, from the
perspective of maqasid al-Syari’ah, this action can be justified as
a form of sadd al-Zari'ah to protect the religion, intellect, and
morals of the students, as long as the principles of justice and
benefit are upheld. This study provides an important contribution
to understanding education policies based on Islamic law and
magasid al-Syart’ah.

Abstrak

Pondok Pesantren At-Tauhid yang berlokasi di Kabupaten Sidrap
menerapkan kebijakan perusakan barang hasil razia khususnya
gadget, sebagai bentuk sanksi yang bertujuan menimbulkan efek
jera bagi santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik
perusakan barang razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid serta
menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dan magasid al-
Syari’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan normatif, magqasid al-Syari’ah, dan studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi,
serta didukung oleh literatur keislaman. Analisis data dilakukan
secara deduktif-induktif dengan mengumpulkan data dan menarik
kesimpulan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa praktik perusakan barang
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dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pesantren dan
orang tua santri. Dalam perspektif fikih, tindakan ini pada
dasarnya dilarang kecuali jika memiliki dasar syar’i yang sah.
Sementara dalam pandangan magdasid al-Syari’ah, tindakan ini
dapat dibenarkan sebagai bentuk sadd al-Zari’ah untuk menjaga
agama, akal, dan moral santri, selama tetap memperhatikan
prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini memberikan
kontribusi penting dalam memahami kebijakan pendidikan
berbasis nilai-nilai hukum Islam dan magasid al-Syari’ah.
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PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang
tua agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan sang anak. Orang tua memilih
menyekolahkan anaknya di pesantren karena selain pembelajarannya yang efektif, anak
dinilai lebih disiplin dan pergaulannya terjaga dibandingkan di tempat lain.! Berdasarkan
data dari Kementrian Agama, tercatat pada tahun ajaran 2024/2025 ada 9.34 juta santri
yang menempuh pendidikan pesantren dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.? Tujuan
dari pesantren adalah untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai dalam agama Islam dan
membentuk pribadi Islami yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.’

Salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih pesantren adalah kekhawatiran
terhadapt dampak negatif perkembangan teknologi khususnya gadget. Meski gadget
membawa banyak manfaat, penggunaannya secara berlebihan justru dapat memicu
berbagai masalah seperti gangguan perilaku, penurunan minat belajar, dan berkurangnya
interaksi sosial. Kecanduan gadget bahkan pernah terjadi pada delapan pelajar sekolah
yang harus dirawat di RSJ karena mengalami gangguan perilaku akibat kecanduan game
online, mereka marah ketika gadget tersebut diambil dan sulit diajak berkomunikasi
sehingga membutuhkan penanganan medis dan terapi khusus.*

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pesantren. Para santri
terbiasa dengan penggunaan gadget secara bebas di luar pesantren, mereka kerap
kesulitan beradaptasi dengan aturan di lingkungan pesantren yang melarang penggunaan
alat elektronik secara bebas. Demi memenuhi keinginan tersebut, tidak jarang sejumlah
santri nekat membawa gadget secara sembunyi-sembunyi ke dalam pesantren, sehingga
melanggar peraturan yang telah di tetapkan. Kebiasaan ini menjadi tantangan bagi pihak

"Nurul Huda dan Faisol, “Urgensi BKI dalam Mengatasi Masalah Kedisiplinan Santri”, 4I-Miftah: Jurnal
Sosial dan Dakwah 3, No. 1 (2023): h. 5.

2Kementrian Agama RI, “Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan”,
https://emis.kemenag.go.id/pontren/statistik/pontren (25 Juli 2025).

3Tatang Hidayat, dkk., “Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia”, Ta 'dib:
Jurnal Pendidikan Islam 7, No. 2 (2019): h. 467. 461-472

“Kompas, “Kecanduan Game Online 8 Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa”, Kecanduan Game Online, 8
Pelajar Dirawat di Rumah Sakit Jiwa (16 Mei 2025).
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pesantren dalam menyeimbangkan pendidikan karakter dan kedisiplinan agar santri
mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai keislaman.

Peraturan yang berlaku menetapkan larangan bagi santri untuk membawa gadget
ke lingkungan pesantren.’ Aturan tersebut memiliki sanksi yang berbeda di tiap
pesantren. Pada pondok Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang, gadget hasil
razia akan dijual oleh pihak pesantren dan hasil dari penjualan tersebut menjadi hak milik
pesantren.® Pada pesantren Al-Mu’minun yang terletak di Wajo provinsi Sulawesi
Selatan, memilih sanksi menjadikan gadget tersebut sebagai hak milik pesantren.” Pada
pesantren Bahrul Ulum yang terletak di Jombang gadget hasil razia akan dihancurkan
sebagai sanksi atas pelanggaran membawa ponsel bagi santri.®

Sanksi perusakan barang razia juga diterapkan di pesantren At-Tauhid yang
terletak Sidrap. Santri yang kedapatan membawa atau menggunakan gadget di
lingkungan pesantren tanpa izin dari pihak pesantren, maka benda tersebut berhak disita
dan diserahkan kepada pihak kesantrian untuk dihancurkan. Proses hukuman inipun
melalui beberapa tahapan dan musyawarah oleh pihak pesantren. Sebelum hukuman
dilaksanakan juga dilakukan kesepakatan antara pihak pesantren, santri yang
bersangkutan, dan orang tua dari santri tersebut.’

Setiap aturan dan sanksi memiliki tujuan yang sama yaitu diharapkan bisa
memberikan efek jera bagi santri yang telah melanggar dan memberikan peringatan
kepada santri lainnya agar tidak melanggar aturan yang sama. Dalam penerapannya, efek
jera dalam hukuman hendaknya memperhatikan nilai preventif, edukatif, dan bukan
sekedar retributif. Sanksi ini menjadi perdebatan di kalangan orang tua santri apakah
merusak barang sebagai efek jera dibenarkan dalam Islam atau melanggar prinsip dasar
yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Merusak barang orang lain tentu dianggap sebagai perilaku tercela dalam Islam,

Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis:

Bl ABe Eopal aantad s GLL -0 (120 C\jﬁ *ass LA 6 ST e
‘%g.bﬂ\ o\j)) «%E:L.g i\::ij LC\.QL_/: ?&L» % i,;J\ JLS.; c% (4 ::A.the c\.i:){g;

Artinya:
Dari Anas ra. ia berkata; salah seorang istri Nabi saw. menghadiahkan kepada
beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian ‘Aisyah memukul
wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi saw. bersabda,
“Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah™.

SFajar Ridho, dkk., “Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah Berbasis Asrama”, Qalamuna: Jurnal
Pendidikan, Sosial, dan Agama 13, No. 2 (2021): h. 311.

Roisul Adib dan Sadam Husin, “Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)”, Maqashid: Jurnal Hukum Islam
6, No. 1(2023): h. 45.

"Wawancara, Fahira Muchlis (22 Tahun) Alumni Pesantren Al-Mu’minun Wajo, Wawancara, Makassar, 26
November 2024.

8Kompas, “Ratusan Ponsel Siswa di Jombang Dihancurkan”, Viral Video Ratusan Ponsel Siswa di Jombang
Dihancurkan, Ini Penjelasan Sekolah (17 Juni 2025).

9Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Januari
2025.

VAI-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Mustafa al-Bani al-Halbi, 1395 H/1975 M), h. 632.
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Berdasarkan dalil di atas kita mengetahui bahwasanya Allah Swt. melarang
hamba-Nya untuk merusak barang milik orang lain dan apabila telah merusak maka wajib
baginya untuk mengganti serupa apa yang telah dirusak. Merusak barang merupakan
perilaku tercela dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip magqdasid al-Syari’ah yakni
hifz al-Mal atau pemeliharaan harta. Pemeliharan harta yang dimaksud berupa uang
maupun barang yang bernilai harganya. Gadget merupakan kategori barang yang bernilai
tinggi. Sehingga benda tersebut termasuk barang yang dijaga baik dari pencurian maupun
perusakan.

Di sisi lain, tindakan merusak barang razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid
dilakukan untuk memberikan efek jera pada santri yang melanggar aturan kepasantrenan.
Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian yang
berjudul “Perusakan Barang Razia sebagai Efek Jera Perspektif Hukum Islam dan
Magqasid al-Syari’ah (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Kab. Sidrap)”.

Berdasarkan latar belakang dan kajian yang telah disebutkan maka ditetapkan
substansi masalah sebagai berikut: a) Bagaimana praktik perusakan barang razia di
pesantren At-Tauhid, b) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perusakan barang
razia, ¢) Bagaimana relevansi perusakan barang razia dengan prinsip magasid al-
Syari’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perusakan barang
razia yang terjadi di pondok pesantren At-Tauhid Sidrap, mengetahui pandangan Islam
terhadap perusakan barang razia dan relevansinya dengan prinsip magqdasid al-Syari’ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode
pendekatan normatif, maqgasid al-Syari’ah, serta studi kasus. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara sebagai data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder
yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kitab ulama, dan jurnal ilmiah. Objek kajian dalam
penelitian ini adalah tindakan perusakan barang razia yang terjadi di pondok pesantren
At-Tauhid, yang terletak di Jalan Musang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap,
Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan secara deduktif-induktif dengan menafsirkan
data dan menarik kesimpulan berdasarkan ketiga pendekatan tersebut untuk memahani
praktik perusakan barang razia di pesantren At-Tauhid secara hukum Islam dan maqasid
al-Syari’ah.

Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian ini di antaranya
sebagai berikut: Penelitian dari jurnal berjudul “Perusakan Barang Ilegal di Aceh dalam
Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam” karya Cut Efilda.!!
Jurnal ini berfokus pada pemusnahan barang impor ilegal yang tidak memenuhi syarat
bea cukai. Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada barang razia yang dirusak
sebagai efek jera dari hukuman dalam lingkungan pesantren.

Penelitian kedua skripsi yang berjudul “Amnalisis Tindak Pidana Perusakan
Barang dalam Perspektif Figh Jinayah dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)” karya Yati Fitria.'? Skripsi ini berfokus
pada analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus perusakan
barang menurut fikih jinayah dan hukum positif. Adapun pada penelitian ini, peneliti

1Cut Efilda, “Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan
Hukum Islam”, Jurnal llmiah Islam Futura 15, No. 2 (2016).

12Yati Vitria, "Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Perspektif Figh Jinayah dan Hukum Positif
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)", Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah UIN
Sunan Ampel, 2018).
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berfokus pada analisis hukum Islam dan magasid al-Syari’ah terkait perusakan barang
razia.

Penelitian ketiga skripsi yang berjudul “Pemusnahan Barang Ilegal dalam
Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Fatwa MPU
Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal” karya Laina Farhaina.'?
Skripsi ini berfokus pada pembahasan tentang pemusnahan barang impor yang tidak
memenuhi syarat ditinjau dari hukum positif dan fatwa MPU Aceh. Adapun pada
penelitian ini, penulis membahas tentang hukum perusakan barang razia dalam
lingkungan pesantren dalam hal ini gadget yang tidak diberi izin untuk dibawa ke
lingkungan pesantren.

Penelitian keempat jurnal yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Islam dan
Hukum Positif terhadap Pemusnahan Barang Selundupan di Kota Sabang” karya
Muzakkir.'* Jurnal ini mengkaji perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif
terhadap pemusnahan barang selundupan di kota Sabang. Adapun pada penelitian ini,
penulis mengkaji tentang perusakan barang razia jika ditinjau dari hukum Islam dan
relevansinya dengan magqasid al-Syari’ah.

Penelitian yang kelima jurnal yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli Barang
Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum
1 Ganjaran Gondanglegi Malang)” karya Roisul Adib dan Sadam Husin.!> Jurnal ini
membahas tentang praktik jual beli barang sitaan yang dijadikan sebagai bentuk sanksi
pelanggaran yang dilakukan di pondok pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran
Gondanglegi Malang. Adapun pada penelitian ini, penulis membahas tentang praktik
perusakan barang yang dirazia sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan di pondok
pesantren At-Tauhid kabupaten Sidrap.

PEMBAHASAN

Profil Pondok Pesantren At-Tauhid Kabupaten Sidrap

Pondok pesantren At-Tauhid atau lebih dikenal dengan MTQ At-Tauhid
merupakan salah satu dari banyaknya pesantren yang berada di kabupaten Sidrap,
Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2007 dibawah naungan Yayasan Pesantren
Wahdah Islamiyah (YPWI). Jumlah santri pada tahun tersebut hanya berkisar 20 orang
dengan satu orang pembina yakni Wahyuddin. '®

Jumlah santri pada pesantren ini terus meningkat seiring dengan minat orang tua
dalam menyekolahkan anak mereka di sekolah yang berbasis Islami. Pada tahun 2025
jumlah santri mencapai 130 orang yang berasal dari berbagai daerah dibawah pimpinan
ustaz Budiman Fahrezzy dan sudah memiliki 9 orang pembina. Pesantren At-Tauhid
sendiri sudah terkenal di beberapa wilayah Sulawesi Selatan karena berhasil mencetak

3Laina Farhaina, “Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus pada Bea
Cukai Aceh)”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

“Muzakkir, “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemusnahan Barang Seludupan
di Kota Sabang”, Syariah: Journal of Islamic Law 4, No. 1 (2022).

Roisul Adib dan Sadam Husin, “Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)”, Maqashid: Jurnal Hukum Islam
6, No. 1 (2023).

1Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.
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generasi qur’ani yang memiliki hafalan yang mutgin dan mencerminkan akhlak
sebagaimana seorang penghafal Al-Qur’an.!”

Tujuan utama didirikannya pesantren ini dikhususkan untuk menghafal Al-
Qur’an. Memiliki visi menggembangkan generasi qur’ani dan mujahid dakwah yang
memiliki integritas iman, ilmu, dan amal. Misinya mencetak generasi qur’ani yang
memiliki hafalan 30 juz, serta menggembangkan pola pendidikan penghafal Al-Qur’an
yang berorientasi pada keunggulan peserta didik melalui pengembangan potensi santri.'

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, pembinaan akhlak dalam pesantren At-
Tauhid sangat beragam. Dimulai dari mengajarkan akhlak islami dan adab santri di kelas,
mengadakan taklim pekanan yang rutin diikuti seluruh santri, serta pembina yang
memberikan contoh yang baik kepada santri terkait masalah akhlak dan sunah yang telah
diajarkan oleh Rasulullah saw. Selain itu, pembina bekerja sama dengan OSIP
(Organisasi Sekolah Intra Pesantren) mengadakan beberapa aturan pesantren agar santri
lebih disiplin waktu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran di lingkungan pesantren. '

Praktik Perusakan Barang Razia di Pondok Pesantren At-Tauhid

Michael R. Purba dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia mengatakan
bahwa razia berarti penangkapan atau pemeriksaan secara tiba-tiba.?’ Dalam lingkup
pesantren, razia dilakukan untuk menertibkan aturan dan kedisiplinan, penegakan
keadilan, dan memastikan bahwa seluruh santri mematuhi aturan yang berlaku dengan
baik dan benar. Barang yang dirazia biasanya adalah barang terlarang atau barang yang
dapat mengganggu proses belajar mengajar di pesantren seperti rokok dan handphone,
atau barang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di pesantren tersebut.

Tata tertib keasramaan bab satu tentang peraturan asrama menyebutkan santri
dilarang untuk membawa barang elektronik apapun seperti gadget, speaker, MP3,
smartwatch, dan barang-barang elektronik yang dipandang mempengaruhi santri dalam
belajar. Jika barang yg sudah disebut didapatkan maka pihak pesantren berhak menyita
barang tersebut dan santri diberi konsekuensi hukuman sesuai dengan yang disepakati.?!
Aturan tersebut dibuat agar fokus santri tidak terbagi antara menghafal, bermain gadget,
dan semisalnya. Santri yang kedapatan membawa gadget tanpa izin dari pihak pesantren
maka wajib untuk disita dan diserahkan kepada bagian kesantrian pesantren sesuai
dengan prosedur yang berlaku. Pihak pesantren akan memanggil santri tersebut kemudian
melakukan pendekatan secara persuasif untuk mengetahui alasan di balik pelanggaran
yang dilakukan dan dimintai penjelasan mengenai barang razia tersebut.?

Pihak pesantren akan mengirim surat panggilan orang tua untuk menghadap dan
memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai barang tersebut dan konsekuensi dari
pelanggaran di dalam aturan pesantren. Setelah mendapat penjelasan dari pihak
pesantren, maka orang tua diberi surat peringatan untuk ditanda tangani dan memilih

7Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

8Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

YWawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

2Michael R. Purba, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia (Permata Press, t.th), h. 335.

2IMTQ At-Tauhid, Tata Tertib Keasramaan, bab 1, pasal 8.

22Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Januari
2025.
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konsekuensi sanksi yang akan diberikan kepada santri tersebut. Di antara pilihan sanksi
yang diberikan kepada orang tua santri adalah barang razia tersebut dirusak atau anak
tersebut dikeluarkan dari pesantren. Pihak pesantren memandang bahwa aturan tersebut
bukan sanksi yang ringan. Hal tersebut dilakukan sebagai efek jera bagi santri agar
mereka tidak lagi melakukan pelanggaran yang serupa. Di antara dua pilihan tersebut,
mayoritas orang tua memilih hukuman yang pertama sebagai sanksinya.??

Setelah rangkaian proses tersebut dilakukan, pihak pesantren akan menentukan
waktu pelaksanaan hukuman tersebut. Biasanya, hukuman dilaksanakan pada sore hari
setelah seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar diselesaikan. Perusakan barang razia
dilaksanakan di lapangan depan asrama dan disaksikan oleh seluruh santri. Adapun yang
bertugas merusak barang tersebut adalah santri yang telah melanggar aturan itu sendiri.
Alat yang digunakan berupa palu, batu, atau apapun yang bisa merusak barang razia
sampai hancur dan tidak berbentuk. Setelah proses penghancuran selesai, pihak pesantren
kembali mengingatkan kepada santri tentang pentingnya menaati aturan yang berlaku dan
memberi peringatan agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan oleh santri yang lain.?*

Sanksi merusak barang razia menjadi perdebatan di antara para orang tua.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan adanya perbedaan
pendapat dari beberapa orang tua santri terhadap sanksi perusakan barang razia.

M Tidak Setuju

M Setuju

Gambar 1. Diagram Tanggapan Orang Tua terhadap Sanksi Perusakan Barang
Razia.

Diagram di atas merupakan hasil persentase wawancara dari 10 orang tua santri.
Diagram berwarna merah menunjukkan persentase 3 dari 10 orang tua menyatakan setuju
terhadap hukuman tersebut demi memberikan efek jera dan mengajarkan kedisiplinan
terhadap santri. Menurut orang tua, sanksi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi santri lain
untuk tidak melanggar aturan yang sama. Mereka juga berpendapat bahwa aturan yang
dibuat oleh pihak pesantren hendaknya ditaati oleh santri dan orang tua sebisa mungkin
mengingatkan anak untuk tetap disiplin terhadap aturan yang ada.?

Diagram berwarna biru menunjukkan persentase 7 dari 10 orang tua yang
menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sanksi perusakan barang razia. Menurut mereka
sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada santri agar tidak mengulangi

ZWawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

24Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Januari
2025.

2>Wawancara, Marliah (39 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 26 Januari
2025.
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pelanggaran yang sama. Namun di sisi lain, orang tua menilai bahwa merusak barang
yang memiliki nilai tinggi merupakan tindakan mubazir yang tidak sesuai dengan kaidah-
kaidah Islam dan bahkan betentangan dengan prinsip syariat. Perusakan barang tersebut
juga dinilai merugikan santri maupun orang tua mereka yang telah berupaya memenuhi
kebutuhan anak di pesantren.2

Orang tua juga mengkhawatirkan bahwa sanksi merusak barang razia dapat
berdampak pada psikologis anak, terlebih jika sering disaksikan secara langsung.
Peristiwa tersebut dapat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat belajar bagi santri
yang terkena hukuman tersebut.?’’ Orang tua menyarankan agar pihak pesantren
memberikan surat peringatan kepada orang tua santri terlebih dahulu. Jika pelanggaran
berulang, barang hasil razia bisa disita secara permanen atau barang yang disita tidak
langsung dirusak, tetapi bisa dijual dan hasil penjualannya dimasukkan dalam keuangan
pesantren untuk keperluan pendidikan atau sosial.”8

Menanggapi hal tersebut, pihak pesantren juga memiliki alasan yang cukup kuat
dalam menetapkan sanksi perusakan barang tersebut. Kehadiran gagdet membuka
peluang yang besar bagi santri untuk mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan
tujuan pendidikan pesantren. Salah satu contoh terlihat saat jadwal kunjungan orang tua,
para santri akan berkumpul lalu bermain game online bersama. Dalam kegiatan tersebut,
tidak jarang terdengar ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang
penghafal Al-Qur’an. Mereka juga kadang menggunakan gadget tersebut untuk
mengakses konten-konten bermusik yang bertentangan dengan ayat Al-Qur’an.?’

Penggunaan gadget tanpa pengawasan juga menjadi sarana untuk menjalin
komunikasi dengan lawan jenis dalam hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Pada tahun 2023, tercatat adanya pelanggaran syariat yang dilakukan oleh empat orang
santri dan salah satu penyebabnya adalah kebebasan mereka dalam berinteraksi melalui
media sosial.>* Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut, pihak pesantren
perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi
perusakan barang razia dianggap sebagai bentuk sadd al-Zari’ah atau mencegah
terjadinya kemungkaran. Sanksi yang diberikan juga berdasarkan hasil musyawarah
bersama dan melalui kesepakatan orang tua santri.>!

Hasil data pelanggaran penggunaan gadget yang tercatat oleh bagian kesantrian
juga menunjukkan adanya penurunan angka pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2023
hingga 2024 tercatat jumlah gadget yang dirazia sebanyak tujuh buah. Dari tujuh pemilik
gadget tersebut, satu diantaranya memilih untuk mengundurkan diri dari pesantren dan
enam lainnya memilih bertahan di pesantren dan menerima sanksi perusakan barang.

26Wawancara, Anwar Saade (50 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 26
Januari 2025.

2"Wawancara, Amaliah Yuhana (44 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap,
26 Januari 2025.

28Wawancara, Irwan Gunawan (43 Tahun), Orang Tua Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 26
Januari 2025.

YWawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

30Wawancara, Wildhan Hakim (26 Tahun), Bagian Kesantrian MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap,
22 Januari 2025.

3'Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.
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Pada tahun 2024 hingga sekarang, belum tercatat adanya pelanggaran yang sama
dilakukan oleh santri lain.*?

Hasil wawancara yang juga dilakukan oleh peneliti bersama beberapa orang santri
menunjukkan mayoritas santri mengakui bahwa sanksi perusakan barang mampu
memberikan efek jera dan rasa takut untuk melanggar. Mereka mengatakan bahwa aturan
tersebut dapat membuat jera pelakunya dan mencegah santri lain untuk melakukan
pelanggaran yang serupa. Mereka juga mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak
menimbulkan trauma pada psikologis mereka, melainkan mendorong mereka agar lebih
disiplin dalam menaati aturan yang dibuat oleh pihak pesantren.?

Pihak pesantren juga pernah mencoba kebijakan lain seperti menjadikan barang
razia sebagai hak milik pesantren, namun aturan tersebut tidak memberikan efek jera
kepada santri. Jika dibandingkan dengan sanksi perusakan barang razia, maka tindakan
ini dinilai lebih efektif memberikan efek jera. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa
penyesalan dan rasa takut untuk kembali melanggar karena barang yang disita dirusak
langsung oleh santri sendiri. Sehingga dapat menjadi upaya pencegahan agar santri
tersebut ataupun santri yang lain tidak mengulangi pelanggaran serupa.>* Efek jera yang
ditimbulkan dari hukuman tersebut mampu mewujudkan tujuan utama dari pemberlakuan
sanksi, yaitu kepatuhan terhadap aturan, penegakan hukum, serta berkurangnya tingkat
pelanggaran yang terjadi.>

Pihak pesantren merujuk pada hadis Nabi saw. yang diriyawatkan oleh Imam al-
Tirmizi dalam menegakkan dan menaati aturan yang berlaku di lingkungan pesantren:
L sl 5 oWs g Lo ) Galed G s Al (06 B &1 a2 O

(s o) s 351 5 s 55 B2 ¥ gt o Byt
Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum

muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau

menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin harus menaati syarat-
syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuatu yang haram. (H.R. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam memenuhi prinsip perjanjian atau
kesepakatan dalam Islam, bahwa setiap syarat atau aturan yang disepakati bersama wajib
dipatuhi selama tidak bertentangan dengan koridor syariat. Hal inilah yang menjadi dasar
dari pihak pesantren untuk tetap mengambil aturan tersebut sebagai kebijakan yang
diterapkan di pesantren At-Tauhid demi kemaslahatan bersama dan wajib ditaati oleh
seluruh santri. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah ditandatangani pada
saat resmi dinyatakan sebagai santri MTQ At-Tauhid Sidrap, santri dan wali santri

2Wawancara, Wildhan Hakim (26 Tahun), Bagian Kesantrian MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap,
22 Januari 2025.

3Wawancara, Alfaraby (16 Tahun), Santri MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 9 Juni 2025.

34Wawancara, Muadz Hasan (25 Tahun), Sekretaris MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 18 Januari
2025.

3Khairunnisak, dkk., “Penerapan Konsep Jera Hukuman Ta’zir dalam Perspektif Maqashid Syariah”, At-
Tafahum: Journal of Islamic Law 2, No. 1 (2018): h. 164.

36Aba “Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Juz 3, h. 626.
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menyatakan kesediaannya mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak
pesantren.’’
Tinjauan Hukum Islam tentang Perusakan Barang
1. Pandangan Ulama tentang Merusak Barang

Merusak barang milik orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja merupakan
tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam Islam. Dalam kitab fikih,
tindakan merusak barang orang lain termasuk dalam kategori /t/af’. Para ulama memilki
pendapat masing-masing dalam mengemukakan hal ini. Berikut adalah beberapa
padangan ulama yang telah disebutkan dalam kitab mereka.

Wahbah al-Zuhailt mendefinisikan perusakan dalam kitabnya al-Figh al-Islaimi
wa Adillatuh sebagai:

s IR RIS £ o “ °
CQM L.g-j.iw}fh/ 83l 4 Gellas drais Lu.wadjg.- u\wg‘;ﬂd\ }C\J}-l 5
W pols el BY
Artinya:

Perusakan adalah menghilangkan sesuatu dari manfaatnya untuk suatu manfaat
yang dibutuhkan darinya. Perusakan ini menyebabkan kewajiban ganti rugi karena
dianggap sebagai tindakan penyerangan dan merugikan.

Tidak ada perbedaan dalam jaminan kerusakan antara yang disengaja dan tidak
sengaja, maupun antara adanya kemampuan berbuat atau tidak. Orang yang menyebabkan
kerusakan baik orang dewasa, anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidur secara
sengaja maupun tidak sengaja, maka wajib bertanggung jawab menurut kesepakatan
empat mazhab.” Mazhab Maliki membedakan antara anak kecil yang memiliki
pemahaman dan yang tidak. Anak kecil yang memiliki pemahaman wajib membayar
ganti rugi atas kerusakan yang dilakukannya jika ia memiliki harta. Sedangkan anak kecil
yang tidak memiliki pemahaman tidak wajib ganti rugi atas kerusakan yang
dilakukannya, baik terhadap jiwa maupun harta seperti hewan yang tidak berbicara.*’

Al-Muhaqqiq al-Hall1 dalam kitabnya Syard 1" al-Islam mengatakan:

MW e Lo 08 gl guﬁi;‘uo\jj
Artinya:

Jika seseorang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerusakan, maka dia tidak

wajib mengganti, melainkan tanggung jawab atas ganti rugi tersebut dibebankan

kepada baitul mal.

Maksud dari perkataan al-Muhaqqiq di atas adalah kerusakan yang timbul akibat
perbuatan yang sah secara hukum, bukanlah tanggung jawab individu pelaku. Oleh
karena itu, kewajiban mengganti kerugian tidak dibebankan kepadanya melainkan kepada
baitul mal. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dilakukan atas perintah hukum.*?
2. Kedudukan Barang Razia dalam Islam

3"Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

3%Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 4825.

I Al-Zaila’1, Tabyinu al-Haqdiq, Juz 6 (Cet. I; Kairo: al-Kubra al-Amiriyah, 1021H), h. 139.

40Wahbah al-Zuhaili, AI-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6, h. 4826.

41 Al-Muhaqiq al-Halli, Syara i al-Islami, Juz 4 (t.t.p: Istiglal, 2014), h. 865

4 Al-Muhaqiq al-Halli, Syara’i al-Islami, h. 865.
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Barang razia merupakan barang tangkapan hasil penggeledahan yang dilakukan
oleh pihak yang berwenang untuk diamankan karena telah menyalahi aturan setempat.
Dalam Islam, harta merupakan amanah dan hak milik yang dilindungi. Al-Qur’an
menegaskan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak, Allah Swt. berfirman dalam
Q.S. al-Bagarah/2: 188.

AL A it 2 G a8l S 1) T il by iy iSO 15 58 Y
&:)a)/°f. F-::;-’e/bf
Terjemahnya:
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.*?
Hadis Nabi saw. tentang larangan mengambil hak orang lain juga disebutkan
dalam riwayat berikut:

°‘5J) i:b}f—j L’UU:} (4x3 c?\};— /° JI L;:G /° A \f}f:d@ S 5&\ J}Lj B cgj/;}i L};‘ &:C—

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap muslim terhadap

muslim lainnya haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (H.R. Ibnu

Majah)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat
dilindungi dalam Islam. Segala bentuk perampasan, perusakan, atau pengambilan tanpa
hak termasuk dalam perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip syariat
yang telah diatur oleh agama. Oleh karena itu, tindakan terhadap harta orang lain seperti
razia oleh pihak berwenang, harus dilakukan secara hati hati dan tetap berada dalam
koridor syariat. Islam tidak pernah membenarkan perampasan, pegambilan, ataupun
perusakan harta tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dan tidak pula memberi perintah
atau aturan kepada siapapun untuk bertindak semaunya. Prinsip keadilan dan
perlindungan terhadap hak milik tetap menjadi dasar utama setiap tindakan, apalagi yang
dilakukan atas nama lembaga.

Imam al-Nawaw1 dalam kitabnya Syarhu al-Muhazzab menjelaskan bahwa
penyitaan atau pengambilan harta oleh penguasa atau pihak berwenang hanya sah jika
ada dasar syariat dan untuk kemaslahatan bersama.* Ibnu Qudamah di dalam kitabnya
al-Mugni juga mengatakan tidak halal mengambil harta seseorang kecuali dengan
kerelaan dari pemiliknya atau dengan alasan yang dibenarkan secara syariat.*® Imam al-
Mawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sultaniyyah juga menekankan bahwa aparat negara

“Kementrian Agama R.I., AI-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Marwah, 2018), h. 29.

“Ibn Majah Abii Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (t.t.p: Dar Thyaa al-Kutub, t.th.),
h. 1298.

4Imam al-Nawawi, AI-Majmii’ Syarhu al-Muhazzab, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 155.

4Ibnu Qudamah, AI-Mugni, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dar al-Alim al-Kutub, 1417H), h. 360.
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ataupun pihak berwenang tidak boleh mengambil atau merusak harta masyarakat tanpa
dasar syariat yang jelas dan tujuan kemaslahatan yang sah.*’

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diuraikan bahwa ulama fikih
menegaskan pengambilan atau perusakan harta hanya boleh dilakukan jika disertai
dengan alasan yang sah menurut syariat. Dalam hal ini, barang razia yang disita harus
ditinjau dari sisi keabsahan tindakan tersebut dengan prinsip dan aturan syariat. Maka dari
itu, penggeledahan, penyitaan, maupun razia yang dilakukan oleh pihak berwenang
kepada suatu kelompok diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini penting
dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip syariat,
terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan harta benda. Adapun syarat-syarat
yang dimaksud adalah:

1. Kondisi yang Darurat

Al-Gazali dalam bukunya al/-Mustasfa mengatakan bahwa sesungguhnya
pemimpin itu bertugas melindungi agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip-
prinsip syariat.*® Dalam hal ini, razia boleh dilakukan oleh pihak pesantren jika ada
kebutuhan yang mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih besar atau
menyebarnya perbuatan maksiat melalu gadget, seperti komunukasi antar lawan jenis
yang tidak sesuai syariat atau pacaran, mendengarkan musik, dan perbuatan lainnya yang
dapat melemahkan agama dan mengurangi konsentrasi santri dalam belajar.

2. Adanya Aturan yang Jelas

Pihak yang berwajib harus memiliki bukti yang kuat bahwa telah terjadi
pelanggaran bukan semata-mata karena tuduhan saja. Hal ini sesuai dengan kaidah al-
Aslu baraat al-Zimmah bahwa hukum asal seseorang adalah terbebas dari tuduhan hingga
terbukti sebaliknya.*” Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-
Hujurat/49: 12. L

Wk g Vg 13282 VB sh fass Oy Dplal 6 S igas 1l 3 Gl
i

Terjemahnya:

Wabhai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya

sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan

janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang orang-orang yang beriman
untuk berprasangka buruk, seperti mencurigai keluarga, kerabat, maupun orang lain
dengan tuduhan yang tidak berdasar.’' Maka dari itu, tindakan yang dilakukan hanya
berdasarkan prasangka atau kecurigaan sangat dilarang dalam Islam, dan hanya bukti
nyata yang dapat menjadi tindakan hukum temasuk razia.
3. Dilakukan oleh Pihak yang Berwenang

Pelaksaan razia harus dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang
memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

YTAl-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Kairo:Dar al-Hadis, 1996), h. 201.

*8Al-Gazali, Al-Mustasfa fi Ilm al-Usiil, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1993), h. 287.

“Al-Suyiiti, 41-Asbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 53.

30K ementrian Agama R.1., Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 517.

S Abi al-Fadai Isma’il Ibn Umar Ibn Kastr, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Tmiyyah, 1319H), h. 352.
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tindakan sewenang-wenangnya atau tidak adil oleh individu atau kelompok yang tidak
memiliki hak di bagian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw.

s K0 & ST J6 alog wle 8 Joo o 2o il B g 22 1 22

sl olyy) 4555 0F
Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Setiap kalian adalah

pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang

dipimpinnya. (H.R. al-Tirmiz1)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah Allah Swt.
percayakan suatu amanah kepadanya, maka wajib baginya menunaikan amanah tersebut
dengan memberikan nasihat yang tulus, menjaganya, dan memperbaikinya. Sebab
seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya kecuali ia memiliki
kewajiban untuk memperbaiki urusan yang berada di bawah tanggung jawabnya.>?

4. Menjaga Adab dan Etika

Segala bentuk hukum dan kebijakan dalam Islam bertujuan untuk menghadirkan
kemaslahatan serta menghindarkan kerusakan. Dalam pelaksanaannya, razia harus
dijalankan dengan memperhatikan adab dan etika Islam. Setiap tindakan harus
dihindarkan dari unsur kesewenang-wenangan, seperti tidak merusak barang tanpa alasan
yang sah menurut syariat, tidak membuka aib orang secara berlebihan, dan tidak
menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Syarat keempat ini sejalan
dengan perkataan Ibnu al-Qayyim rahimahullah bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika suatu tindakan mendatangkan
kerusakan lebih besar, maka ia bertentangan dengan prinsip magqasid al-Syari’ah.>*

5. Bertujuan untuk Kemaslahatan Umum

Setiap tindakan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan, harus dilandasi oleh
niat dan tujuan yang benar yaitu untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah
kemudaratan yang dapat mengganggu tatanan kepasantrenan. Razia adalah bentuk
tanggung jawab pesantren dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan moral santri.
Apabila razia dilakukan dengan niat menyimpang seperti balas dendam, diskriminasi,
ataupun dilakukan dengan ketidakadilan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan
prinsip hukum dalam Islam. Syariat Islam menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu
tujuan utama dilaksanakannya hukum, dimana segala bentuk aturan dan kebijakan harus
diarahkan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang mengatakan bahwa seluruh ajaran syariat
Islam pada hakikatnya berlandaskan pada prinsip keadilan, kasih sayang, kemaslahatan,
dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap perkara yang menyimpang dari hal tersebut,
tidak dianggap sebagai bagian dari syariat.>®
Konsep Efek Jera Hukuman dalam Pendidikan

Secara bahasa, efek jera terdiri dari dua kata, yaitu efek dan jera. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efek diartikan sebagai akibat, pengaruh, atau

S2Abii ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizt, Juz 4, h. 208.

33Tbnu al-Mulaqqin, Al-Taudih Ii syarhi al-Jami’ al-Sohih, Juz 25 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Nawadir, 1429H),
h. 32.

4 Wahbah al-Zuhaili, Usiil al-Figh al-Islami, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.1017.

35 Wahbah al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami, Juz 2, h. 1017.
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sesuatu yang manjur. Sementara kata jera berarti merasa kapok, tidak ingin mengulangi
perbuatan karena adanya rasa takut, dan sebagainya.>® Sedangkan secara istilah, efek jera
diartikan sebagai perasaan takut yang rimbul dalam diri seseorang sebagai konsekuensi
dari hukuman atas perbuatan yang dilakukan.>’

Efek jera merupakan esensi dari hukuman. Oleh karena itu, tujuan utama
pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang dari
pelanggar maupun orang lain.® Hukuman juga menjadi bagian dari proses pendidikan
dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik.
Dalam pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan konsekuensi dari
pelanggaran serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketaatan terhadap aturan yang
berlaku.*

Tujuan pemberian sanksi atau hukuman dalam Islam bukan hanya sekedar
pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan
agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama dan orang lain tidak terdorong untuk
melakukan hal yang serupa. Tujuan ini dikenal sebagai takhwif atau peringatan. Takhwif
terbagi menjadi dua; takhwif al-Jani yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya
dan takhwif gair al-Jani yaitu mencegah orang lain melakukan perbuatan yang serupa.®

Efek jera dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan tidak
melanggar dari lima prinsip utama dalam syariat Islam. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-
Bagqarah/2: 190.

0 sy s &
Sl L Y A o) 3 Y
Terjemahnya:

Janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang melampaui batas.®!

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak menyukai hamba-Nya
yang melampaui batas.’> Maka dari itu, sebelum menjatuhkan hukuman pendidik perlu
melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai tata tertib dan sanksi
yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran.® Terdapat dua klasifikasi dalam
pemberian hukuman; pertama, hukuman preventif yaitu hukuman yang bersifat mencegah
dan diberikan sebelum terjadi pelanggaran sebagai bentuk peringatan. Kedua, hukuman
represif yaitu hukuman yang dijatuhkan setelah pelanggaran dilakukan sebagai bentuk
konsekuensi atas pelanggaran yang telah terjadi.®*

56 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Edisi Kelima
(Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 147&659.

57 Alvi Rahmatillah, “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi
Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), h. 17.

8 Muhammad Anas Ma’arif, “Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif”, Ta allum:
Jurnal Pendidikan Islam 6, No. 1 (2018): h. 42.

39Zuhriati, dkk, “Hakikat /gab dan Hukuman dalam Pendidikan Islam”, Edu-Regilia: Jurnal Kajian Pendidikan
Islam dan Keagamaan 7, No. 4 (2023): h. 300.

®0Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6, h. 450-452

®'Kementrian Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 29.

92Abi al-Fadai Isma’il Ibn Umar Ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz 1, h. 387.

M. Wisnu Khumaidi, “Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”, An Naba: Jurnal Pemikiran
dan Penelitian Pendidikan Islam 3, No. 2 (2020): h. 136.

%M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 189.
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Hukuman yang baik harus bersifat edukatif. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh
berhenti pada pemberian sanksi semata, tetapi juga harus disertai dengan bimbingan dan
pembinaan agar peserta didik menyadari kesalahannya dan terdorong untuk memperbaiki
diri sekaligus melatih kedisiplinan terhadap aturan yang berlaku.®® Dengan demikian,
hukuman yang tepat dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi
orang lain, sehingga tercipta ketertiban, kedisiplinan, dan kesadaran hukum dalam
lingkungan pendidikan maupun masyarakat secara umum.

Konsep Magqasid al-Syartr’ah dalam Islam

Magqasid al-Syari’ah didefinisikan sebagai maksud dan tujuan yang ingin dicapai
oleh syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar hukumnya. Konsep ini juga merujuk
pada tujuan akhir dari ditetapkannya syariat serta hikmah yang tergantung di balik setiap
ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syara’.%® Istilah magéasid al-Syari’ah mulai
dikenal luas melalui pemikiran Imam Syatibi yang membahas secara mendalam dalam
karyanya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah. Beliau membahas konsep magasid dengan
cara logis dan sistematis dalam bab tersendiri baik terkait pendapat ulama sebelumnya
ataupun berdasarkan hasil dari pemahamannya sendiri.

Kajian pemikiran dalam kitab al-Muwafagat didasarkan pada konsep
kemaslahatan manusia. Imam Syatibt menjelaskan tujuan Allah Swt. dalam
mensyariatkan hukum serta tujuan hamba-Nya dalam melaksanakan syariat tersebut
yakni untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah
Swt. melalui syariat hukum tersebut. Beliau menyatakan bahwa Allah Swt. menciptakan
syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.®’” Imam
Syatibi membagi maqdsid menjadi tiga, yaitu daririvat, hajiyat, tahsiniyat.%

Menurut Imam Syatibi, daririyat merupakan unsur yang sangat penting demi
tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan daririyat ini tidak terpenuhi,
maka kemaslahatan di dunia akan terganggu, menimbulkan kerusakan, kekacauan,
bahkan mengancam keberlangsungan hidup. Adapun di akhirat, ketiadaan daririyat
dapat menghilangkan keselamatan dan kenikmatan, serta membawa manusia pada
kerugian besar yang nyata.” Melaksanakan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat, puasa
di bulan Ramadan, dan haji bagi yang memiliki kemampuan merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka eksistensi agama dalam diri
seorang mukallaf akan terancam. Magasid al-Dariiriyat atau dikenal dengan daririyat al-
Khamsa terbagi ke dalam lima aspek yaitu; al-Din (agama), al-Nafs (diri), al-‘Aql (akal),
al-Nasl (keturunan), dan al-Mal (harta).”

Hajiyat merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan
mencegah kesulitan, yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesusahan dalam
kehidupan secara umum. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dengan baik, maka
akan menimbulkan kesempitan bagi mukallaf, meskipun tidak sampai menimbulkan

%M. Wisnu Khumaidi, “Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”, An Naba: Jurnal Pemikiran
dan Penelitian Pendidikan 3, No. 2 (2020): h. 142.

%Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, Juz 2, h. 1017.

7 Abi Ishaq al-Syatibi, AI-Muwdafaqat ft Usiil al-Syari’ah, Juz 2 (Saudi: Wizarat al-Syu’iin al-Islamiyyabh, t.th),
h.9.

8Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Magasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia
Menurut Abraham Maslow" Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 22, No. 1 (2020): h. 56.

% Abt Ishaq al-Syatibi, 4I-Muwdfaqat fi Usil al-Syari’ah, Juz 2, h. 8.

"Muhammad al-Gazali, Al-Mustasfa ft ‘llmi al-Usil, h. 287.
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kerusakan yang besar sebagaimana yang terjadi jika kemaslahatan dariiriydt diabaikan.”!
Contohnya dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang enak dan halal. Jika
aktivitas ini tidak dilakukan, hal tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup
manusia. Namun dapat menyebabkan kehidupan menjadi lebih sulit atau kurang nyaman.

Tahsiniyat maknanya adalah mengambil hal-hal yang layak menurut kebiasaan
yang baik, serta menghindari hal tercela dan tidak pantas menurut akal sehat. Semua ini
termasuk dalam kategori akhlak yang mulia.”?> Meskipun tidak bersifat mendesak,
tahsiniyat berperan penting dalam menjaga kesempurnaan kehidupan manusia secara
harmonis. Sebagaimana disyariatkannya khithah dan walimah dalam proses pernikahan,
keduanya hanya sebagai pelengkap dalam rangkaian akad nikah. Apabila tidak
dilaksanakan, hal tersebut tidak membahayan keberlangsungan keturunan dan tidak
menyulitkan pihak yang melangsungkan pernikahan.

Relevansi Magqasid al-Syari’ah dengan Perusakan Barang Razia

Allah Swt. sebagai Dzat yang Maha Bijaksana tidaklah menurunkan syariat tanpa
tujuan dan maksud yang mulia. Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam merupakan
perwujudan dari kehendak Ilahi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia
secara adil dan bermartabat. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia
dengan Allah Swt. tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya,
serta hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Seluruh aturan yang ditetapkan syariat
memiliki maksud untuk membawa manusia kepada jalan yang benar, kemurnian fitrah,
serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kerusakan dan kebinasaan.

Penerapan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan secara menyeluruh,
mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus
menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerugian baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan demikian, setiap hukum yang datang dari Allah Swt. pasti mengandung hikmah
dan manfaat yang mendalam, meskipun pada sebagian kasus belum tentu dapat langsung
dipahami oleh akal manusia secara menyeluruh.

Setiap aturan atau kebijakan dalam lingkungan pesantren wajib dinilai
berdasarkan kesesuaian aturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan dasar Islam ini.
Tindakan perusakan barang dengan alasan penertiban atau menciptakan efek jera
memang bisa dilandasi sebagai alasan untuk menjaga kedisiplinan. Setiap kebijakan dan
tindakan hukum Islam seharusnya diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat,
yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga
harta. Tindakan perusakan barang hasil razia yang terjadi di pesantren At-Tauhid perlu
dikaji dalam lima tujuan utama tersebut, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut
sejalan dengan nilai-nilai magqdasid al-Syari’ah.

Tindakan perusakan barang seperti gadget dapat terlihat bertentangan dengan
prinsip hifz al-Mal, karena barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan
dimiliki secara sah oleh santri dan orang tua santri. Dalam hukum Islam, menjaga harta
termasuk bagian dari magqgasid al-Syari’ah, sehingga segala bentuk penghilangan,
pemborosan (israf), atau perusakan terhadap harta tanpa alasan yang sesuai dengan
syariat pada dasarnya dilarang.”

"1 Abu Ishaq al-Syatibi, AI-Muwafaqat ft Usiil al-Syari’ah, Juz 2, h. 11.
2Abt Ishaq al-Syatibi, AI-Muwdfaqat fi Usil al-Syari’ah, Juz 2, h. 11.
3Wahbah al-Zuhaili, Usitl al-Figh al-Islami, Juz 2, h. 956.
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Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan
spiritual untuk menjaga agama, akal, dan akhlak santri. Barang-barang yang dirazia
seperti gadget yang disalahgunakan untuk hiburan, musik, bermain game online, bahkan
komunikasi dengan lawan jenis secara tidak syar’i, menjadi jalan yang dapat merusak
moral dan turunnya kualitas ruhiyah para santri. Oleh karena itu, tindakan perusakan
barang razia bisa dipahami sebagai bentuk sadd al-Zari’ah, yakni mencegah terjadinya
pelanggaran syariat yang lebih parah.

Perusakan barang razia yang dilakukan di pesantren At-Tauhid bukan sekedar
bentuk penegakan aturan melainkan memiliki landasan yang dapat ditinjau dari perspektif
maqasid al-Syari’ah. Kelima prinsip utama magqgasid al-Syari’ah menjadi landasan
terhadap tindakan tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi maslahat
pendidikan. Landasan lima prinsip utama tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Agama merupakan unsur yang sangat penting dalam syariat Islam. Hifz al-Din
mencakup menjaga nilai-nilai ketauhidan, ibadah, dan hukum dari berbagai
penyimpangan yang dapat merusak ajaran agama.’* Tujuan utama disyariatkannya hukum
Islam adalah untuk melindungi agama dan menegakkan nilai-nilai kemaslahatan umat.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al1 ‘Imran/3: 8c5 .

It & s 90 L T4 (e Toad o5 Lo o .
G o 8231 (3 585 Sloans (R (1 Wy oD 58 53 0
Terjemahnya:

Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan

diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Ayat di atas menegaskan bahwa siapapun yang mengikuti jalan selain yang
ditetapkan oleh Allah Swt. maka jalan tersebut tidak akan diterima sebagai kebenaran.”®
Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala bentuk penyimpangan merupakan bentuk
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Dapat dipahami bahwa salah satu
tujuan utama syariat adalah menjaga agama, yakni memastikan kemurnian ajaran Islam
tetap terpelihara dari pengaruh kekufuran, bid’ah, dan bentuk penyimpangan lainnya
yang dapat merusak nilai-nilai keislaman.

Pihak pesantren berupaya menjaga kemurnian nilai-nilai agama yang menjadi inti
dari sistem pesantren. Gadget yang disalahgunakan oleh santri, seperti untuk
mendengarkan musik, menonton video yang tidak mendidik, atau bahkan menjalin
komunikasi yang melanggar batas syariat, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari
nilai-nilai keislaman itu sendiri.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa berarti melindungi semua hak setiap mukallaf untuk hidup, merasa
aman, sehat, dan mendapatkan penghormatan, serta hak-hak lainnya yang berhubungan
dengan keberadaan diri. Jika jiwa tersia-siakan, lenyaplah sang mukallaf yang akan

membawa juga kepada hilangnya agama.”” Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-
Ma’idah/5: 32.

"Moh. Rafly Ardiva, “Safar Haji Menggunakan Sepeda Ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah)”, Skripsi
(Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024), h. 50.

SKementrian Agama R.I. AI-Qur’an dan Terjemahannya, h. 61.

76Abii al-Fadai Isma’il Ibn Umar Ibn Kastr, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, Juz 2, h. 60.

77Ahmad bin Mas’ud al-‘Aytbi, Magqasid al-Syari’ah wa ‘Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah (t.t.p. Jami’
al-Huqiiqg Mahfuzah, 1998), h. 211.
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Terjemahnya:

Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia

telah memelihara kehidupan semua manusia.’

Memelihara kehidupan berarti tidak boleh menghilangkan nyawa yang dilindungi
oleh Allah Swt. kecuali jika terdapat alasan yang sah secara hukum.”® Meski secara
langsung perusakan barang razia tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa, pihak
pesantren menilai bahwa kecanduan gadget dapat menimbulkan dampak psikologis
seperti ketergantungan yang dapat melemahkan kepribadian santri.

3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Akal adalah anugerah yang dikaruniakan Allah Swt. kepada manusia sebagai
pembeda dari makhluk ciptaan lainnya.®® Memelihara akal berarti mencegah kerusakan
yang dapat menghambat fungsi berpikir karena akal memiliki peran penting untuk
memahami nilai ajaran agama.®! Oleh karena itu, Islam mensyariatkan untuk menjaganya
dari segala bentuk pengaruh yang merusaknya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-
Rim/30: 24.

O3laxd w38 w0V S5 1 O

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang mengerti.®?

Ayat di atas mengandung pujian terhadap orang-orang yang mengerti, yang
berarti bahwa akal adalah alat utama yang digunakan untuk memahami petunjuk Ilahi,
oleh karena itu harus dijaga dan tidak di sia-siakan. Alasan utama aturan ini adalah untuk
menjaga akal santri dari hal yang merusak daya pikir, konsentrasi, dan semangat belajar.
Pihak pesantren menegaskan bahwa penggunaan gadget di lingkungan pesantren justru
melemahkan daya tangkap santri terhadap pelajaran, serta mengurangi konsentrasi santri
ketika menghafalkan Al-Qur’an.®’

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Memelihara keturunan merupakan kebutuhan dasar untuk kemaslahatan dan
kesejahteraan manusia.®* Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya agar
keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang sah dan diakui oleh agama serta negara.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra’/17: 32. 5

Vet slog O Baa 0 084 D4 1558 Vs

Terjemahnya:

8Kementrian Agama R.1. Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 113.

"Abi al-Fadai Isma’il Ibn Umar Ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz 3, h. 83.

80Zaid Ibn Muhammad al-Rummani, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah (Cet. I; Riyad: Dar al-Gais, 1415H), h.
86.

81K urniawan dan Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, 4I-Mabsut
15, No. 1 (2021): h. 35.

82K ementrian Agama R.1. Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406.

$3Wawancara, Budiman Fahrezzy (31 Tahun), Pimpinan MTQ At-Tauhid Sidrap, Wawancara, Sidrap, 22
Januari 2025.

84Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Usiil al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 205.
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Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji

dan jalan terburuk.®

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang keras perbuatan zina,
termasuk mendekatinya atau melakukan hal-hal yang dapat mengarah pada perzinaan
karena termasuk dalam dosa yang besar.®® Perilaku menyimpang seperti komunikasi
bebas dengan lawan jenis yang difasilitasi melalui gadget membuka peluang terjadinya
pelanggaran syariat yang akan berdampak pada keturunan di masa depan. Menjaga
kehormatan dan adab pergaulan adalah bagian dari upaya melindungi keturunan. Maka
dari itu, pihak pesantren menilai bahwa pencegahan sejak dini terhadap pelanggaran
tersebut dipandang sebagai bagian dari hifz al-Nasl (menjaga keturunan).
5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Harta atau segala bentuk kepemilikan di dunia ini pada dasarnya adalah milik
Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang kelak harus
mempertanggungjawabkan kepemilikan tersebut di akhirat kelak. Oleh karena itu,
memelihara harta merupakan kewajiban bagi setiap manusia karena termasuk dalam
aspek daririyat yang dapat menghadirkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.’’
Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan cara menghindari segala bentuk tindakan
yang dapat merugikan harta seperti, pencurian, perampokan, dan perusakan. Allah Swt.
berfirman dalam Q.S. al- Baqarah/2 188.

fyuwuw\y\“@;wuf&;w\ ..... Las\j)JJ/J.ELJbVKZ" Jigat 17 518 ¥

£ d 30a5 5.,\{:/\ 'y
Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,

padahal kamu mengetahui.®

Tindakan perusakan barang razia jelas bertentangan dengan prinsip menjaga
harta. Barang yang dimiliki santri merupakan amanah dari orang tua dan secara hukum
Islam termasuk hak milik pribadi yang wajib dijaga dan dihormati. Meskipun perusakan
barang razia memberi efek jera bagi santri, tindakan ini dinilai mubazir dan bisa
menimbulkan kerugian material. Pihak pesantren menyadari bahwa perusakan barang
razia adalah tindakan berat dan pihak pesantren menyebutkan bahwa hal ini hanya
dilakukan pada kasus pelanggaran berat saja. Oleh karena itu, pihak pesantren harus
sangat berhati-hati agar perusakan barang razia tidak jatuh pada sikap melampaui batas
dan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu ketika melakukan peraziaan barang.

Analisis Hukum Islam terhadap Perusakan Barang Razia di Pesantren At-Tauhid
Sidrap dan Relevansinya dengan Magqasid al-Syart’ah

Perusakan barang milik orang lain pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak
dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat tentang

85Kementrian Agama R.1. Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 285

86 Abii al-Fadai Isma’il Ibn Umar Ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz 5, h. 66.

8’Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Magqashid Syariah”, Elastisitas: Jurnal
Ekonomi Pembangunan 3, No. 2 (2021): h. 169.

88K ementrian Agama R.1., AI-Qur'an dan Terjemahan, h. 29.
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pemeliharaan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. Syariat melarang
segala bentuk perampasan, pencurian, bahkan perusakan yang merugikan pemilik harta
tanpa alasan yang jelas sesuai syariat.®® Namun syariat Islam juga memberikan toleransi
dalam kondisi tertentu apabila bertujuan menghindari kemudaratan dan menjaga
kemaslahatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah:

1 %

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Demi Allah yang jiwaku

berada di tangan-Nya, sungguh aku berniat untuk memerintahkan agar kayu-kayu

bakar dikumpulkan, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan salat dan
dikumandangkan azan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam salat

Kemudian aku akan mendatangi orang orang yang tidak menghadiri salat

berjamaah dan aku bakar rumah-rumah mereka. (H.R. al-Bukhar)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. memberi ancaman keras, yaitu
membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Namun
ancaman ini tidak dilaksanakan karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih besar
yakni rumah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah tidak
hanya berisi mereka sendiri, tetapi juga istri, anak-anak, dan keluarga mereka.

Hadis di atas memberikan pandangan bahwa pihak pesantren sebagai pemimpin
juga dapat menerapkan sanksi tegas untuk menegakkan aturan pesantren. Tindakan
perusakan barang razia khususnya gadget dipandang sebagai bentuk hukuman yang
ditujukan bukan untuk menyakiti, tetapi menimbulkan rasa takut terhadap pelanggaran
aturan dan mencegah santri lain mengulangi pelanggaran yang sama. Sanksi perusakan
barang razia yang terjadi di pondok pesantren At-Tauhid dilaksanakan setelah melalui
proses musyawarah dan persetujuan antara pihak pesantren dan orang tua santri. Tujuan
dari penerapan sanksi ini adalah untuk menjaga nilai Islam, menjaga lingkungan
pesantren agar tetap disiplin, dan moral santri sebagai seorang penghafal Al-Qur’an.
Gadget sebagai objek razia dinilai memiliki potensi besar mengganggu konsentrasi dan
spiritual santri. Hal ini didasarkan karena melihat fenomena penyebaran informasi
melalui media sosial seringkali tidak sesuai dengan nilai pendidikan moral Islam.

Kebijakan perusakan barang razia ini juga memiliki hubungan erat dengan lima
prinsip utama syariat. Pertama menjaga agama (hifz al-Din), karena gadget dapat
mengalihkan perhatian santri dari kegiatan menghafal Al-Qur’an dan ibadah serta
berpotensi menjemuruskan santri kepada pelanggaran syariat yang lebih besar. Kedua
menjaga akal (hifz al-‘Aql), karena konten hiburan yang beredar di sosial media sering
kali tidak mendidik dan dapat merusak nalar dan konsentrasi santri. Ketiga menjaga jiwa
(hifz al-Nafs), kecanduan gadget dapat menimbulkan gangguan psikologis sebagaimana
terbukti dalam beberapa kasus medis. Keempat menjaga keturunan (kifz al-Nasl), karena

89Abt Zahrah, Usil al-Figh (t.t.p. Dar al-Fikr, t.th.), h. 367.
YAl-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 1 (Mesir: Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311H), h. 131.
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gadget dapat menjadi sarana komunikasi dan membuka peluang kepada kepada hubungan
antar lawan jenis yang tidak sesuai syariat. Kelima menjaga harta (hifz al-Mal), perusakan
barang razia dianggap bertentangan dengan prinsip ini.

Al-Suytti dalam kitabnya al-Asbah wa al-Nazair mengatakan bahwa jika terdapat
dua kerusakan yang bertentangan, maka kerusakan yang lebih besar harus dihindari
dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.! Dari perkataan ini, dapat dipahami
bahwa menghancurkan gadget yang terbukti mengantarkan pada pelanggaran syariat
yang lebih besar dianggap sebagai tindakan upaya pencegahan. Jika perusakan tersebut
dilakukan atas kesepakatan orang tua atau pemilik barang dan bertujuan untuk mencegah
kerusakan yang lebih besar, maka kebijakan yang diterapkan oleh pesantren At-Tauhid
dapat diterima dan dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan efek jera dengan syarat
tetap dalam koridor keadilan dan tidak berlebihan serta dilandasi oleh niat yang benar,
prosedur yang sah, dan tujuan pendidikan yang membawa maslahah. Pihak pesantren
menetapkan aturan ini bukan sebagai bentuk kezaliman, melainkan bagian dari upaya
untuk menjaga moral dan spiritual santri. Sebagaimana prinsip utama magasid al-
Syari’ah yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

KESIMPULAN

Proses perusakan barang razia di pesantren At-Tauhid terjadi karena adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Kemudian pihak pesantren melakukan penyitaan
barang, pemanggilan orang tua, dan pemberian sanksi yang telah disepakati bersama.
Proses perusakan barang ini dilakukan sebagai bentuk efek jera agar tidak terjadi
pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka perusakan barang razia
dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima untuk menimbulkan efek jera. Pihak
pesantren sebagai pemimpin di lingkungan tersebut memiliki kewenangan untuk
menetapkan aturan sesuai dengan maslahah yang ingin dicapai. Dalam relevansinya
dengan prinsip magqgasid al-Syari’ah, tindakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk upaya
pencegahan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, terutama dalam menjaga
agama (hifz al-Din), akal (hifz al-‘Aql), dan moral santri (hifz al-Nafs). Tindakan ini
diterima dengan syarat dilandasi oleh niat yang benar, prosedur yang sah, dan tujuan
pendidikan yang membawa maslahah. Namun tindakan perusakan barang hendaknya
menjadi langkah terakhir setelah upaya lain telah dilakukan.
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